PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
‘ Nomor 13 Tahun 2012 ‘

TENTANG

_ PEMBENTUKAN DESA HUTAN AYU, DESA SUKA DAMAI
'DAN DESA PUTERI SEMBILAN KECAMATAN RUPAT UTARA

Mghimbang: v

V engingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS

‘a. -bahwa rangka mempercepat 'peiéksanaan 'pembang'u‘nan"

pemerintahan dan kemasyarakatan serta peningkatan daya saing
‘desa dengan memperhatlkan prinsip demokrasi, pemerataan. dan

. keadllan dalam Ilngkup wilayah Kabupaten Bengkalls

. bahwa untuk memngkatkan : kemampuan \ penyelenggaraan"-
B pemenntahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam

memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat

_ perkembangan dan- kemajuan pembangunan serta memperpendek

rentang kendali pelaksanaan pelayanan dan pembinaan masyarakat
perlu dladakan pembentukan desa baru yang merupakan pemekaran’
,darl desa yang sudah ada : ‘

.,bahwa dengan memperhatlkan jumlah penduduk Iu‘aS"ZVviIayah
- potensi ekonomi, hak asal-usul desa, kond|S| sosial dan persyaratan

yang d|tentukan, maka perlu adanya pembentukan desa baru;

.fbahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan Desa Hutan Ayu, Desa Suka Damai dan Desa '

; Puten Sembllan dl Kecamatan Rupat Utara ,

51_'

lPasaI 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republlk IndoneS|a |
Tahun 1945; :




Daerah : Otonom- Kabupaten datam . _Lingkungan- Daerah Propinsi

,Nomor 25) E ‘ :
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntah Daerah :

- ,sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang—
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas -
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara - Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, :

' ,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5

4. Peraturan’ Pemermtah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa i

-~ Tambahan Lembaran Negara Republik |ndoneSIa Nomor 4587);
5. Peraturan ‘Daerah Kabupaten Bengkalis ‘Nomor 11 _ATahun 2007 -
' _tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa
" (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor11); . -

Dengan Persetu_|uan Bersama '
. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

 dan

- BUPATI BENGKALIS |

MEMUTUSKAN:

T’""’Ménet'apkan‘ PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA HUTAN -

o 'KECAMATAN RUPAT UTARA

| BAB1 °
KETENTUAN UMUM |

Pasal 1 e
Dalam Perafuran Daerah ini yang dlmaksud dengan: - ’

1 Daerah adalah Kabupaten Bengkahs S
2. Pemerintah -Daerah ‘adalah Pemerintah Kabupaten Bengkahs yang -

penyelenggara pemenntahan daerah

2.’Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukanj, f L

Sumatera Tengah (Lembar Negara Republlk lndoneSIa Tahun 1956 ’

(Lembaran Negara Republlk Indonesna Tahun 2004 Nomor 125,
. Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4437)

. (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 158

AYU, DESA SUKA DAMAI DAN DESA PUTERI SEMBILAN

terdiri dari Bupati beserta - Perangkat Daerah Sebagal unsurw'x ‘



© oo N

. Bupat| adalah Bupatl Bengkahs

Kecamatan adalah wnlayah kerja Camat sebagan perangkat daerah
Kabupaten Bengkalis.

. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memlllkl batas-batas’
~ wilayah yang ben/venang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
“masyarakat setempat, berdasarkan asal -usul - dan adat istiadat |

‘setempat yang diakui dan dihormati dalam Slstem pemenntahan

Negara Kesatuan Republik Indonesna
Dusun atau disebut dengan nama Ialn adalah baglan wnlayah dalam

5desa yang. merupakan hngkungan kerja pelaksanaan Pemerlntahan

Desa

Desa Induk adalah desa sebelum dlmekarkan
, Desa Pemekaran adalah desa sesudah dlmekarkan ,
= Pemerlntahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemenntahan

oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
~mengatur  dan mengurus kepentmgan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam S|stem pemerlntahanan Negara Kesatuan Republlk '
Indonesia. : V
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa
_ sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. :

'11 Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya dlsmgkat BPD adalah
- lembaga - yang merupakan‘ pewvu;udan ~demokrasi dalam"
-penyelenggaraan pemerlntahan desa sebaga| unsur penyelenggara'

- pemerintahan desa. :

12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa atau
baglan desa yang bersandingan, ‘atau pemekaran dari satu desa
menjadl dua desa atau lebih, atau pembentukan desa d||uar desa
yang telah ada.

. R 8 BAB I i ' 2
PEMBENTUKAN LUAS DAN BATAS ADMINISTRASI DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dlbentuk Desa Hutan Ayu Desa Suka Damal
" dan Desa Puteri Sembilan Kecamatan “Rupat Utara dalam wnlayah
Kabupaten Bengkalls :

o ‘Pasal3
R
(2)

Desa Hutan Ayu merupakan pemekaran dari Desa T|t| Akar
Desa Hutan Ayu sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terdln dari
Dusun Hutan Ayu




)

Desa Hutan Ayu sebagal mana dlmaksud pada ayat (1) memlllkl Iuas
- wnlayah 57 (llma puluh tu;uh) kllometer persegl " '

Desa Hutan Ayu sebaga| mana dlmaksud pada ayat (1) memlllkl batas

‘ sebagal berlkut
a. ‘Sebelah uﬁara berbatasan dengan Desa T|t| Akar

b. Sebelah ' selatan berbatasan dengan Desa Hutan Panjang‘

- Kec. Rupat

e 5'Sebelah barat berbatasan dengan Desa T|t| Akar dan

d. ,Sebelah tlmur berbatasan dengan Desa- Kadur

(1)

@

(3

@

‘P'a's‘al 47

Desa Suka Damal merupakan pemekaran darl Desa Tltl Akar

“ Desa Suka Damal sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terdlrl dan

Dusun Suka Damal
Desa Suka Damal sebagal mana dlmaksud pada ayat (1) memlllkl Iuas

»wuayah 59 (Ilma puluh sembllan) kllometer persegi.

Desa  Suka Damal sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) memlhkl

batas sebagal berikut :

Ca Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Medang,

NGY
@

M
o

e

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa T|t| Akar; - :
c.“'SebeIah barat berbatasan dengan Selat Malaka dan ’
d.‘_ ,Sebelah tlmur berbatasan dengan Desa Tanjung Medang

Pasal 5

Dengan dlbentuknya Hutan Ayu dan Desa Suka Dama| Iuas WIlayah
- Desa Titi Akar dikurangi dengan luas wnlayah Desa Hutan Ayu dan

Iuas wilayah Desa Suka Damal

' Dengan dibent uknya Desa Hutan Ayu dan Desa Suka Damal jumlah

penduduk Desa Titi Akar dikurangi dengan ‘jumlah penduduk Desa
Hutan Ayu dan jumlah penduduk Desa Suka Damau :

SRR

Pasal 6

Desa Puterl Sembllan merupakan pemekaran dan Desa Kadur.
Desa Puteri Sembilan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terdiri darl
Dusun Pasir Putih dan Dusun Parit Baru.

Desa Puteri ‘Sembilan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mem|I|k| '
: Iuas wnlayah 62 (enam puluh dua) kllometer persegl e o



s

(4) Desa Puten Sembllan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) memiliki
‘batas sebagal berlkut
‘a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Punak; ,
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Makeruh Kecamatan
' Rupat ; e :
' ~C. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanjung Punak dan
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Selat Melaka
(6) Dengan dlbentuknya Desa Puteri Sembilan, luas wilayah Desa Kadur
dikurangi dengan luas wilayah Desa Puteri Sembilan. .
(6) ‘Dengan dlbentuknya Desa Puteri Sembilan,  jumlah penduduk Desa
- Kadur dlkurangl dengan penduduk Desa Puteri Sembllan - '

Pasal 7

Batas-batas wulayah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal
‘4 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (4), dltuangkan dalam bentuk peta yang' ‘
: _dltetapkan dengan Keputusan Bupatl '

o it BAB mn
KEDUDUKAN FUNGSI DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 8

Kedudukan fungm dan wewenang Pemenntah Desa yang dltetapkan'
dengan Peraturan Daerah ini sama dengan kedudukan; fungsi dan
wewenang Pemerintah Desa sebagaimana dlatur dldalam peraturan ‘
perundang undangan yang berlaku | : R

‘ BAB IV ’
PEMERINTAHAN DAN ASSET DESA

Pasal 9.

Penyerahan - pembiayaan,  perlengkapan serta pengaturan lebinh lanjut - -
mengenai pembagian kekayaan desa dilaksanakan secara musyawarah
dengan difasilitasi oleh Pemenntah Daerah sesual dengan ketentuan‘
peraturan perundang undangan yang berlaku ' ' :

BABVI L
KETENTUAN LAIN LAIN e

Pasal 1 0

;(1) Penjabat Kepala Desa pemekaran dlusulkan oleh Camat sesuai-

* ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. i
(2) Masa jabatan penjabat Kepala Desa sebaglmana dlmaksud pada ayat
‘ (1) pallng Iama 1(satu) tahun Dan




(3) Penjabat Kepala Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) bertugas

a. Mengangkat Perangkat Desa

b. Melaksanakan tugas Pemenntahan 'Pembangunan " dan
5 Kemasyarakatan :

" C. Memfasd:tasu proses pelaksanaan pemlllhan Kepala Desa

o BAB vV o
KETENTUAN PENUTUP
Pasal11 _—

Semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang sudah ada
. sebelum Peraturan Daerah ini- berlaku dan menimbulkan akibat hukum

- masih tetap berlaku sampal dengan terbentuknya peraturan baru yang
mengatur hal yang sama '

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah |n| mulal berlaku semua peraturan perundang-

undangan yang setingkat yang tldak sesual dengan Peraturan Daerah ini
'dlnyatakan tldak berlaku e :

Pasal 1 3

Hal- hal yang belum dlatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya akan dlatur leblh lanjut dengan Peraturan,
Bupatl : « : :

| Pasal 14 :
. 'Peraturan Daerah lnl mulal berlaku pada tanggal dlundangkan

- Agar setlap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan

~Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .
, ‘:Kabupaten Bengkahs S ,

o 'Dltetapkan di Bengkahs ._ }
oy ;pada tanggal kB SEpv.-'MBEn. s017 |

Diu dangkan Bengkalls .
pada,tanggal 24 SGPTEMBER amL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALis '

rs. H. ASMARAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
AHUN 2012 NOMOR 3
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PENJELASAN
ATAS

’

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
o Nomor 13Tahun 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA HUTAN AYU DESA SUKA DAMAI
DAN DESA PUTERI SEMBILAN KECAMATAN RUPAT UTARA

sa sebaga| kesatuan masyarakat hukum memlllkl kewenangan untuk mengatur
mengurus masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang
dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga
: riggaraan Pemerintahan Desa diharuskan - mempercepat timbulnya prakarsa
atifitas masyarakat serta’ mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam
unan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasmtas yang tersedla

dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
,,gga"tercapal pelayanan pnma kepada masyarakat dapat segera terwu;ud

.ASAL‘DEMIV PAsAL

Gukuprje‘las: ‘







